
jdih.kpu.go.id/sumbar

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR

PENUNDAAN TAHAPAN 

BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ATAS NAMA ALI MUKHNI 

BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

Menimbang   :

Mengingat 

 

:

 

 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

 

NOMOR 56/PL.02.2-Kpt/13/KPU

 

TENTANG 

 

PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN 

BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ATAS NAMA ALI MUKHNI 

BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN 

 SUMATERA BARAT TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

 

: a. bahwa berdasarkan surat Ketua Ikatan Dokter 

Indonesia Wilayah Sumatera Barat Nomor 1570/IDI

WIL-SB/IX/2020, hal Pemeriksaan Ulang tanggal 9 

September 2020 merekomendasikan agar pelaksanaan 

pemeriksaan kesehatan kepada bakal calon atas nama 

Ali Mukhni dilakukan setelah kondisi yang 

bersangkutan bugar pasca sembuh Covid 19;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu meneta

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat 

Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, 

Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Atas 

Nama Ali Mukhni Bakal Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

 

: 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lemba

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT 

Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 

PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN 

BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ATAS NAMA ALI MUKHNI  

BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

TAHUN 2020  

PROVINSI SUMATERA BARAT, 

bahwa berdasarkan surat Ketua Ikatan Dokter 

Indonesia Wilayah Sumatera Barat Nomor 1570/IDI-

SB/IX/2020, hal Pemeriksaan Ulang tanggal 9 

September 2020 merekomendasikan agar pelaksanaan 

pemeriksaan kesehatan kepada bakal calon atas nama 

ni dilakukan setelah kondisi yang 

bersangkutan bugar pasca sembuh Covid 19; 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Provinsi Sumatera Barat tentang

Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, 

Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Atas 

Bakal Pasangan Calon Gubernur 

Sumatera Barat Tahun 2020; 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN 

bahwa berdasarkan surat Ketua Ikatan Dokter 

-

SB/IX/2020, hal Pemeriksaan Ulang tanggal 9 

September 2020 merekomendasikan agar pelaksanaan 

pemeriksaan kesehatan kepada bakal calon atas nama 

ni dilakukan setelah kondisi yang 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pkan Keputusan Komisi 

tentang 

Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, 

Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Atas 

Bakal Pasangan Calon Gubernur 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

ran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Keempat  Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

980); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 

2020  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193); 
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan 

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

981); 

5. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 

Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani 

dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan 

Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika 

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2020; 

 

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 

tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan 

Penundaan Tahapan; 

2. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 

33/PK.01.BA/13/Prov/IX/2020 tanggal 9 September 

2020; 

3. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera 

Barat Nomor 1570/IDI-WIL-SB/IX/2020, hal 

Pemeriksaan Ulang tanggal 9 September 2020;  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  

 

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SUMATERA BARAT TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN 

PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN 

BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ATAS NAMA ALI 

MUKHNI BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020. 

 

KESATU : Menetapkan Penundaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, 

Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal 

Calon Atas Nama Ali Mukhni Bakal Calon Wakil Gubernur 

Sumatera Barat Tahun 2020. 

 

KEDUA : Penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU dilakukan sampai kondisi Ali Mukhni 

bugar dan dilakukan bersamaan dengan Bakal Calon 

lainnya yang terkonfirmasi positif Covid 19. 

 

KETIGA : Dalam hal penundaan tahapan sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum Kesatu mengakibatkan tertundanya 

penyelenggaraan tahapan lainnya, perubahan jadwal akan 

ditetapkan kemudian dengan mempertimbangkan 

perkembangan kesehatan Bakal Calon Ali Mukhni. 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Padang 

pada tanggal 9 September 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

    PROVINSI SUMATERA BARAT, 

 
ttd. 

 
AMNASMEN 


